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Gema refarmam pembangunan yang_

mengumandang saat .ini. menuntut
kemandirian dan profesionalisme dalam

~ tugas POLRI, hal tersehut: diwamnaioleh

tuntutan kebutuhan masyarakat dalam
masa menjelang Millenium . Ketlga -akan
iklim.demokratisasi, dshermatmya hak-hak
asasi: manusza serta ditegakkannya
supremasi dan kepastian hukum. untuk
mewujudkan kemandirian dan profesional-
isme POLRI dalam menjalankan peran dan
kewenangannya sehagai aparat kepalisian
pelaksana tugas penegakan hukum dan
ketertiban:umum sebagai pengayom,
pelindung dan pelayan masyarakat dalam
tatanan kehidupan masyarakat saat ini,
dibutuhkan suatu paradigma, pola dan atau
tatanan kerja POLR!-yang sesuai dengan
tuntutan, “kebutuhan ‘dan harapan
masyarakat-terhadap layanan kepulssxan
yang obyektn‘ saatm: . :

Palam: meneatukan arah dan mater
para_drgma dalam tugas POLRI tersebut,
seyogyanya dapat diketahui terfebih dahuly

situasi dan kondisi fingkunganstrategk
yang dihadapi POLRI saat ini, yaitu antara
iam adalah sehagal heﬂkut T

15 -Manajemen Pembangunan Nasional
masit menghendaki ‘POLRI sebagai
pelaksana peran tugas aparat hukum dan
ketertiban umum yang dilakukan dengan
penampilan sebagai pengayorm, petmdung
tan pelayan masyarakat; : o

2. Asas profesi tugas kepolisian yang
dilakukan PGLRI harus sesuai dengan asas
tugas kepolisian secara universal, yaitu : -
“fight to the crime, help delinguency, deny
to jail and love humanity " yang dilakukan
melalui-aktivitas deteksi dini, preventi,
preemtif dan represif secara komprehens:f
mtegraldan T SR

3. Sumherdaya POLRI yang digunakan
berasal dari rakyat dan ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan layanan kepolisian
dalam tata kehidupan rakyat, sehingga
segala upaya pemenuhan terhadap




kebutuhan kemampuan POLRI masih harus
ditakukan melalui pendekatan Keamanan

Swakarsa da[am lingkup Sistem Kemanan _

Nasmnal

. Datam hai_ ini Sistem Kemanan Nasional
meliputi aspek Ketahanan Masional Wa-
" tional Resilience Aspect), mencakup aspek

: "_"'ﬁi(e!angsungan Kehidupan Bangsa,

Pertahanan Negara, Penegakan Hukum
dan’ Ketert;ban Umum dan Perlindungan
Masyara%cat berdasarkan moral dan etika
masyarakat

Khusu_slmenganai pelaksanaan tugas
dalam kamunitas aspek penegakan hukum
tan ketertiban umum menjadi area atan
fingkup kerja-dari aparat kepolisian, yang
menurut teori dapat-diwjudkan dengan
berbagai peila kerja sebagai berikut : -

TeaMenurut teeri-hukum kentinental
{1981}.dinyatakan bahwa penegakan
hukum ‘dan ketertiban umum pada
halikatnya merupakan nagian dari Sistem
Pengawasan dan Pengendalian {contro/
system yang dilakukan dengan strategi
dan teknik untuk merubah kondisi
pelanggaran menjadi kondisi penataan,
dalam hal ini peran dan tugas Polisi Ia:knya
sebagai penjaga malam;

2.--Menurui Keith -Hawkin {1984)
dinyatakan hahwa penegakan hukum dan
ketertiban umum pada dasarnya dapat
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dilakukan dalam dua strateqi yang saimg _

‘menunjang, yaitu strategi penataan

feomplience sirategy) dengan . tujuan
melakukan upaya remedial, sociaf t repair
and majntamance, or assistance of peap/e

m trouble dan strategi penghukuman fsanc-
 tioning Strategy) dengan tujuan untuk

melakukan tindakan acussantory, Dinary -
or prohibit with punishments, dalam hal
ini peran dan tugas Polisi laiknya sebaga:
pengayom, pelindung dan pelayan
masyarakat dan Rl

3. Menurut Lornelie Wa/fmg (1990)
menyatakan bahwa penegakkan hukum
dan ketertiban umum dapat dilakukan
dengan gara menerzpkan herbagi- sanksi
hukum yang pada intinya - ‘untuk
memberikan unsur kewajiban dan. atau
penataan terhadap berbagai norma yang
telah dipersyaratkan dalam tatanan
kehidupan sosial masyarakatnya,  dalam
hal ini peran dan tugas Palisi laiknya
sebagai petugas pemadam kebakaran. -

Dari ketiga pernyataan tersebut. dapat
ditarik: satu henang merah-.yang
mempunyai kesamaan idealis dalam proses
pelaksanaan tugas penegakan hukum dan
ketertiban umum, yaitu upaya mewujud-
kan kultur penataan hukum flegal comply-
ance culture/ dalam tatanan kehidupan
sasial masyarakat. Memperhatikan norma
tersebut maka makna tugas POLRI sebagai
aparat penegak -hukum dan ketertiban
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B .dalam lmgkug cnmmaljusme sysrem saja
"_-latkny :

"tugas ﬁenyuluhan terhadap penaatan
hukum: (Iega! campaagn) -negosiasi dalam
pmses penataan hukum {legal negotiation),
“bantuan guna mewu}udkan penaatan
‘hukum (legal subsidize), pengawasan
kondisi penaatan hukum (legal supervision),
dan ‘tindakan -hukum ‘dalam rangka
penaatan hukum (legal action).

Pola peran dan tatanan kewsnangan
kepolisian untuk melaksanakan aspek
tugas di bidang penegakan dan ketertiban
umum harus ditentukan dalam suatu
paradigma yang dapat diimplementasi dan
diaktualisasikan dalam tataran tugas
POLRI sesuai tuntutan dan aspirasi

masyarakat terhadap layanan kepolisian.

yang obyektip pada saat ini.

Untuk. memenuhi tuntutan kebutuhan -

dalam aspek pembinaan dan penggunaan

kemampuan sumberdaya POLR] dalam

aspek tugas tersebut di atas perlu
dilakukan berbagali inventarisasi
permasalahan dalam lingkup tugas dan
keberadaan PBLRI, antara fain tuntutan

tldak dapat daartlkan sekedar.:-'”
: sur_..petuga’s.yaag hanya "
: :_me!akukan pekerjaan dibidang legal action - -

!_aksanaan tugas pemadam
* - kebakaran, tetapi dalam hal ini harus lebih
;“dxmaknakan sebagal:pelaksana togas.’
o U] kondisi-kepatuhan

B 'masyarakat yang ditakukan melalui aspek

rkezerbatasan 'senap saat serz_a paya
'pemecahan permasalahan yang dihadapi
‘dalam tugas kepahs:an di setlap sektar dan_

ﬁkehuiuhan untuk mengadakan kem puan _

“yang pmfesmnai upaya menc:piakan
-kcmltmen, mtegr:tas dan kansxstens:

lini penugasannya .

Dara berbagal hal tersebut d;atas secara
universal dapatd;tentukan beberapa materl
dan arah perubahan paradigma PDLR[
dalam membentuk prafesmnahsme dan
kemandiriannya, yaitu antara lain adalah
sebagai berikut : .

1. Pelaksanaan tugas POLRI selaku
aparat penegak hukum dan ketertiban
umum tidak lagi dapat dilakekan dengan
hanya sekedar mengadapankan aspek
penindakan hukum (legal action) dalam
lingkup eriminal justice System saja, tetapi
untuk selanjutnya harus dapat mengarah
pada upaya mewujudkan kondisi
kepatuhan masyarakat flaw compliznce

- socjefy) dengan berbagai konsekuens

pengembangan kemampuan sefuruh unsur
komponen tugas kepolisian;

2. pelaksanaan tugas POLRI tidak dapat
lagi dilakukan dengan pola strategi proaktif

- preventif dengan yang melibatkan
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he‘ﬁffb’égéi:ﬁ F’é'_r_an-- dan kemampuan’ selufuh
unsur kemponen tugas kepolisian; ™ - -

3. Sosok penampilan unsur ‘satuan
maupun’ persami POLRI yang selama ini
mencerminkan sosok penamp:lan militer

yang. terkesan bers:fat represif; harus.

dtruhah sebaga; sasuk penampiian aparat
pengayﬂm pellndung dan peiayan
masyarakat. Untuk hal ini-unsur sistem
kerja tugas pembinaan personil dan Jogistik
POLRI harus dapat menyiapkan berbagai
tuntutan kebumhan kerja kepehs;an
tersehut B :

4. 'Kadensasi kepemimpinan dalam
struktur organisasi kelembagaan POLRI
maupun unsur profesi fungsi tugas
kepolisian dalam menghadapi suksesi alami
tidak dapat lagi dilakukan secara amatiran

tanpa memperhat;kan prinsip-prinsip dalam
sistem perjenjangan karier dan pendi dikan;
karena kekeliruan dalam sistem pembinaan
sumberdaya personil POLRI dapat
mengakibatkan dampak yang besar
terhadap missi tugas: kepol;s:an untuk-
kurun ‘waktu ‘cukup panjang® yaﬂg
melmgkup bei}erapa angkatan kerja serta

5. “iPeran dan --fimgs: lembaga advu_k_am,
peneliian dan pengembangan,pembinaan
mental dan psikologi, maupun penerangan
vang selama ini helum mendapat';pér’si_
perhatian yang maksimal dalam sistem
pembinaan dan penggunaan kemamnpuan
sumberdaya POLRI, untuk selanjutnya
harus dapat diberdayakan dan
didayagunakan bagi keberhasilan missi dan
tugas POLRI secara optimal.

Bart Abn Hurairal roa berhats Rasulullah
SAM bersabde : “BPemg bernama pendekar

bukan orang yang bamgak menjatuhkan [afoan,

tetapt pendekar sejatt talal orang gang sanggup
menguasai diringa tatkala Ta sedang maval”

(R Auslim)




